]

BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR /{ TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASBA KONSTRUKSI

Menimbang

Mengingat

MELALUI PERYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwn pengndonnn jnsa konstruksi ynng memenuhi tatn
nilai pengadaan dan kempetitil mempunyai peran penting
bagi ketersedinan infrastruktur yang berkualitng sehingga
akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan
pengembangon perckonominn nasional dan daerah;

bahwa  berdasnrkan  Peraturan  Presiden  Republik
Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasn Pemerintah, K/L/D/I Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lebong dapat menindaklanjuti
Peraturan Presiden ini;

bahwa dengan telah ditctapkannya Pernturan Menteri
Pekerjann Umum  dan  Perumahan Rakyat Nomor
07/PRT/M/f2019 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedin:

bahwa perlu pengaturan mengenai tatn cara pemilihan
Penyedia jasa konstruksi yang jelas dan komprehensif
schingga dapat menjadi pengaturan yang elektil dalam
pemilihan Penyedia jasa konstruksi:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagnimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d perlu
menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003  tentang,
Pembentukan  Kabupaten  Lebong  dan Kabupaten
kepahiang  di  Provins Bengkulu  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian  Negara  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nemor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 49 16);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 lentang
Administrasi Pemerintahan [Lembaran Negara Republik
Inonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Repulik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kkebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga hebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
J14);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
249);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan DBarang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indeonesia Tahun 2018 Nomor 33),

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);



10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengndaan Hnm:}gf.lﬂ:ﬂm
Pemerintall Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ii:'{lnm;n
Pelaksanaan Pengadann Hmangf:lasa mclalui FE:!:""’ in
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

7062,

11. Peraturan Bupati Lebong Nomor {’It’:-.Tnhun 2016 tcnlanE
qusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daera
knbupaten Lebong,

Nomor 47 Tahun 2017 tentang
arint Daerah Kabupaten Lebong
Tahun 2017 Nomor 47).

12. Peraturan Bupati Lebong
Tugas dan Fungsi Sckret
(Berita Dacrah Kabupaten Lebong

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG STANDAR DAN
PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI

PENYEDIA

Menetapkan

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau
Pekerjaan konstruksi.

2. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah
pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.

3. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan
setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak,

4. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian
kegiatan  yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan,
pengawasan, dan manajemen penyclenggaraan  konstruksi  suatu
bangunan.

5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagjan kegiatan vang
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu bangunan.

6. Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian
negara/lembaga.

7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, pada
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dacrah adalah pejabat
yang memperoleh kuasa dari PA  untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian
negara/lembaga yang bersangkutan.



8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yvang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil  keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang dapal mengakibatkan pengeluaran
angearan belanja daerah,

0. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang sclanjutnya disingkat UKPIX)
adalah unit kerja di kementerian/lembaga yang menjadi pusat keunggulan

pengadaan barang/jasa.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnyn  disebut Pokja  Pemilihan

adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ
untuk mengelola pemilihan Penyedia,

11. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya  disingkat PjPHP
adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ personel yang bertugas
memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

12, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah
tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan

barang/jasa.
13. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

14. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur Kementerian/Lembaga
untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas
tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan barang/jasa.

15.Tim/Tenaga Ahli adalah tim atau perorangan dalam rangka memberi
masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian
atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa,

16. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rangka membantu untuk
urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada PA/KPA/PPK/Pokja
Pemilihan.

17. Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar
rencana pengadaan yang akan dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai

bidang ekonomi.

19. Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan
rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas
fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini
dan pada masa yang akan datang.

20. Pengadaan Berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang bertujuan
untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis
tidak hanva untuk kementerian/lembaga/perangkat daerah scbagai
penggunannya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi
dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus

penggunaannya.
21, Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan

harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.



22. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia jasa

konsultansi konstruksi,
23. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Pekerjaan

Konstruksi. ‘
24. Dokumen  Pemilihan  adalah  dokumen yang ditetapkan oleh  Pokja

Pemilihan yang memuat informasi dan kelentuan yang harus ditaati oleh
para pihak dalam pemilihan Penyedia.

25, Kontrak Kerjn Konstruksi selanjutnya disebut Kentrak adalah keseluruhan
dokumen yang mengatur hubungan hukum antara PPK dengan Penyedia.

26. Sural Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah Jaminan tertulis
vang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan
Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong  ekspor
Indonesia di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia/konsorsium
Perusahnan Asurnnsi Umum/ konsorsium Lembaga
Penjaminan/konsorsium Perusahaan Penjaminan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

27.Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta
pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di
scluruh kementerian/lembaga dalam jangka waktu tertentu,

28. Konsolidasi Pengadaan adalah strategi pengadaan Jasa Konstruksi yvang
menggabungkan beberapa paket pengadaan Jasa Konstruksi sejenis.

29, Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelengearaan tugas dan fungsi pemerintah.

30. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah Sekretaris Jenderal/Sckretaris
Kementenan/Sekretaris Utama/ Direktur Jenderal/Deputi/Kepala Badan.

31. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian
kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang,
maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang
diperlukan.

32.Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah
perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan  dalam proyek
konstruksi.

33. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK
adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

34. Manajemen Risiko adalah proses manajemen terhadap risiko yang
dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan
mengendalikan risiko.

35. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan yang meliputi kegiatan
keteknikan dalam mewujudkan Pekerjaan Konstruksi yang aman dan
handal serta menjaga keselamatan pekerja dan lingkungan.

36. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan
keschatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja.



17. Ristem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang seclanjutnya chmngkal
o | manajemen pelaksanaan Pekerjaan

SMKK adalah bagian dari sistem
konsiruksi dalam ranglka ponerapan keamanan, keselamatan, keschatan,

dan keherlanjutan pada setiap Pekenjunn Konstruksi. . —
358, Rencina Kesclamatan Konstruksi yang sclanjutnya disingkat KKK adala

dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMKK dan mcmpnkﬂ_n satu
kesatuan dengan dokumen Kontrak sualu Pekerjaan Knnstruk:-n,_ yang
dibuat oleh Penyvedin dan disetujui oleh pengguna jasa, untuk sclan_-,ui_n:.'a
dijadikan m-lmgﬁi sarana interaksi antara Penyedia dengan pengguna jasa

dalam penyelenggarnan konstruksi. . _
39, Post  Bidding  adalah  tindakan menambah, mengurangi, mengganti,

dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yangtelah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah

batas akhir pemasukan dokumen.
40. Penawaran Harga Secara Berulang yang selanjutnya disebut E-reverse

Auction adalah metode penyampaian penawaran harga secara berulang

pada tender.
41. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang Jasa Konstruksi.
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengadaan Jasa
konstruksi melalui Penyvedia yvang meliputi:
a. Jasa konsultansi Konstruksi; dan
b. Pekerjaan Konstruksi.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa
konstruksi lebih operasional dan efektif.

*asal 3

(1) Peraturan Bupali ini diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Jasa Konstruksi melalui Tender/Seleksi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebong yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan

belanja daerah/negara.
(2) Termasuk dalam Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi

schagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah
dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah
daerah; dan/atau

b. pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia yang sebagian atau
seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri,
kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau

perjanjian hibah luar negeri.
(3) Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud

pada avat (1) dikecualikan untuk:
a. pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi terintegrasi;

dan



(3)

b. pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa konsultansi Konstruksi dan
Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan dengan pengadaan khusus.
Peraturan Bupati ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam

menyusun dokumen pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

BAB II
PELAKU PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 4
Pelaku pengadaan yang terlibat dalam pengadaan Jasa Konstruksi, meliputi:
kP,
PPK;

mopon gy

(1)

Pokja Pemilihan;
Agen pengadaan;
PPHP; dan
Penyedia.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 5

PA sebapaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurul a memiliki tugas dan
kewenangan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja;

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran
belanja yang telah ditetapkan;

c. menetapkan perencanaan pengadaan;

d. menetapkan dan mengumumkan RUP,;

e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Jasa Konstruksi;

f. menetapkan penunjukan langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;

g. menetapkan PPK;

h. menctapkan PPHP,

i. menetapkan tim teknis;

j. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal, dan

k. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai
pagu anggaran paling sedikit di atas Rpl00.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); atau

2. Secleksi untuk paket pengadaan jasa konsultansi konstruksi
dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di  atas
Rp10.000.000.000,00 {sepuluh miliar rupiah).



(2)

(1)

(2]

(3)

(4)
(S)

(6}

(1)

(2)

PA untuk pengelolann anggaran pendapatan dan belanja dacrah dapat
melimpahkan kewenangan sebagnimana dimaksud pada  avat (1) kepada

KPA sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MFasal 6

KPA selmgaimana dimaksud dalam Pasal 4 hurul b memiliki kewenangan

dan tugas melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari

PA,

Sclain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang

menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

PA/KPA melimpahkan kewenangan kepada PPK dalam hal:

n. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran
belanga; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam
batas anggaran belanja vang telah ditetapkan.

PA/KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Selain  dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), PA/KPA dapat dibantu oleh Tim Teknis,

Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Tim Mendukung.

Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat

merangkap sebagai PPK,

Pasal 7

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ memiliki tugas dan

kewenangan:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menctapkan spesifikasi leknis/KAK:

¢. menetapkan rancangan Kontrak;

d. menctapkan HPS;

e. menetapkan besaran uwang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia;

l.  mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. menetapkan lim pendukung;

h. menetapkan Tim/Tenaga Ahli;

i, menetapkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa:

j.  mengendalikan Kontrak,

k. melaporkan pelaksanaan dan penyclesaian  kegiatan kepada

PA/KPA,;

menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA

dengan berita acara penyerahan;

m. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan; dan

n. menilai kinerja Penyedia.

PPK selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran

belanja; dan



b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam

batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
(3) PPK dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. .
(4) Selain dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa scbagaimana

dimaksud pada ayat (3), PPK dapat dibantu oleh Tim Teknis, Tim/Tenaga
Ahli, dan/atau Tim Pendukung.

Pasal 8

(1] Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d

memiliki tugas dan kewenangan:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk

katalog elektronik; dan
c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
1. Tender untuk paket pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai
pagu anggaran paling banyak Rpl100.000.000.000,00 (seratus

miliar rupiah); dan
2. seleksi untuk paket pengadaan jasa konsultansi konstruksi dengan

nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 {sepuluh
miliar rupiah).
(2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3
(tiga) orang.
(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia,
anggota Pokja Pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

ditambah sepanjang berjumlah gasal,

(4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli.

(5) Selain dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Pendukung.

Pasal 9

(1) Agen pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat

melaksanakan pengadaan barang/jasa.
(2) Pelaksanaan tugas agen pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mutatis mutandis dengan lugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK.

Pasal 10

PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf [ memiliki tugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai
paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah) dan Jasa
konsultansi Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00

(seratus juta rupiah).



Pomal 11

(1) Penyedin  sebagnimana dimaksud  dalam Pasal 4 hurul g wajib
memenuhi  kunlifikasi  josa konsultansl  Konstruks!  dan Pekerjaan
konstruksi vang didakan, serti sesunl denpgan ketentuan  peraturan

perundong undoangan.
(2) Dalam hal Pekerfaan Konstruksi, Penyedin sebagaimana dimaksud pada

avat (1) berbentuk badan usabia tungggal atan kerjasame aperasi,
(3) Dalam had jusa konsultansi Konstruksi, Penyedia sebagadmana dimaksud
pardicavat [1) berbentuk perorangan, badan usaha tunggal atau kerjasama

Operisi.

(1) Rerasama opernsi sebapgaimana dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3)
dapat dilakukan antar-Penyedin yang;

a. memibiki usaho dengan kualifikasi yang setingkat, kecuali untuk usaha
berkualilikasi keeil; atan

b memiliki usaha berkualifikosi besar atau berkualifikasi menengah
dengan usaha berkualifikasi | (satu) tingkat i bawahnya,

(5) Leadfirm kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih
tinggi dari badan usaha anggota kerjasama operasi denpan porsi modal
paling banyvak 70% (tujuh puluh persen).

(G) Jumlah anggota kerjasama operasi dapat dilakukan denpan hatasan:

a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3
(tiga) perusahann dalam 1 (satu) kerjasama operasi; dan

b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling hanyak 5 (lima)
perusahaan dalam 1 (satu) kerjasame operasi.

(7) Penyvedia sebagaimana dimaksud pada ayal (1) bertanggung jawab alas:

a. pelaksanaan Kontrak,

b. kualitas barang/jasa;

c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
d. ketepatan waktu penyerahan; dan

¢. ketepatan tempat penverahan.

BAB III
PERENCANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Kegiatan Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia

Pasal 12

(1) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi tahapan:
a. identifikasi kebutuhan;
b. penetapan jenis Jasa Konstruksi;
¢. jadwal pengadaan;

anggaran pengadaan Jasa Konstruksi;

penyusunan spesifikasi teknis/ KAK;

penyusunan perkiraan biaya/RAB;

d.
e.
f. :
g. pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi;



Konsolidasi pengadann Jasa Konstruksi; dan
Penyusunan binya pendukung,

i
(2] Penvusunan perencanann pengadoan sebagnimang dimaksud pada ayat (1)
huruf o dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan kementerian/lembaga,

untuk tabun anpgaran berikutnyn sebelum berakhirnya tahun anggaran

Lierfanlinm.
(3) Dalam hal perencanaan pengaiinn untuk Pekerjnan Konstruksi, selain

memenuhi tnhapan sebagnimana dimaksud poada ayat (1) harus memenuhi

tahapan  penvasunan

detailed  engineenng  design sebelum  tahapan

selyygumana dimaksud padn oyt (1) huruf e dan hurafl L
pada pendekatan

(4] Perencanaan pengadann Jasa
Konstruksi  Herkelanjutan

konsiruksi mengacu

dengan  mencrapkan  prinsip  Konstruksi

Herkelanputan,
[~ Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam dokumen perencanaan pengadaan,

Pasal 13

(1) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
hurufla disusun berdasarkan rencana kerja kementerian/lembaga.
[2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

ke dalam dokumen penetapan jenis Jasa Konstruksi.

(1] Penyusunan  identilikasi
memperhatikan hal sebagai berikut:

il

b,

C.

d.

Pasal 14

kebutuhan  Pekerjnan Konstruksi  harus

penentuan Pekerjaan Konstruksi berdasarkan jenis,
fungsi/kegunaan, dan target/sasaran yvang akan dicapai;

penentuan tingkal kompleksitas Pekerjaan Konstruksi;

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang mampu dilaksanakan oleh

usaha kecil:
witktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi, untuk segera dimanfaatkan

sesuai dengan rencana:
penggunaan  barang/material berasal dari dalam negeri atau luar

negeri,
persentase bagian/komponen dalam negeri terhadap keseluruhan
pekerjaan;

studi  kelayakan

pelaksanaan desain;
dokumen detarled engineening design tersedia paling lambat 1 {satu)

tahun anggaran scbelum persiapan pengadaan melalui Penyedia;
Pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak tahun tunggal atau

Pekerjaan  Konstruksi dilaksanakan sebelum

Kontrak tahun jamalk;
untuk Pekerjaan Konstruksi yang memerlukan pembebasan lahan,

surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat diterbitkan dalam hal:
1. administrasi untuk pembayaran ganti rugi, termasuk untuk

pemindahan hak atas tanah telah disclesaikan;
2. administrasi untuk pembayaran ganti rugi sebagian lahan telah



diselesaikan, untuk pembebasan lahan yang dilakukan secara
bertahap; dan/alau
3. administrasi perizinan pemanfaatan tanah telah diselesaikan,
(2) Dalam hal TPckerjann Konstruksi menggunakan Kontrak tahun jamak
sehagaimana dimasksud ayat (1) hurul i harus memenuhi persyaratan

sebagni berikut;
a. masa pelaksanaan pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih

dari 1 [satu) tahun anggaran; atau
b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila diKontrakkan untuk
jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3
(tiga) tahun anggaran.
(3) Proses pemilihan Penyedia dalam Kontrak tahun jamak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Penyusunan identifikasi kebutuhan jasa Konsultansi Konstruksi harus
memperhatikan hal sebagai berikut:
a. jenis jasa konsultansi yang dibutuhkan;
b. tingkat kompleksitas pekerjaan jasa konsultansi;
fungsi dan manfaat dari pengadaan jasa konsultansi;
target yang ditetapkan;
pihak yang akan menggunakan jasa konsultansi tersebut;
. waktu pelaksanaan pekerjaan;
. ketersediaan Pelaku Usaha vang sesuai; dan
. jenis Keontrak tahun tunggal atau tahun jamak.
(2) Dalam hal jasa konsultansi yang diperlukan yaitu jasa pengawasan
pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi maka vang perlu diketahui:
a. waktu Pekerjaan Konstruksi tersebut dimulai;
b. waktu penyelesaian Pekerjaan Konstruksi; dan
¢. jumlah tenaga ahli pengawasan sesual bidang keahlian masing-masing

c
d
e.
f

g
h

yang diperlukan.
(3) Dalam hal jasa Konsultansi Konstruksi menggunakan Kontrak tahun
jamak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h harus memenuhi
persyaratan scbagai berikut:
a. penyelesaian pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1

[satu) tahun anggaran; atau
b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk

jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3

(tiga) tahun anggaran. ‘
(4) Proses pemilihan Penyedia dalam Kontrak tahun jamak scbagaimana

dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat
yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



asal 16

Penetapan jenis Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) huruf b berupa:
a. jasa Konsultansi Konstruksi; atau

b. Pekerjann Konstruksi.

Pasal 17

(1) Jadwal pengadaan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c

dilakukan dengan menyusun:
a. rencana jadwal persiapan pengadaan; dan

b. rencana jadwal pelaksanaan pengadaan,
(2) Rencana jadwal persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf a terdiri atas:
a. jadwal persiapan pengadaan Jasa Konstrulksi yang dilakukan oleh PPK;

dan
b. jadwal persiapan pemilihan vang dilakukan oleh Pokja Pemilihan.
(3] Rencana jadwal pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. jadwal pelaksanaan pemilihan Penyedia;

b. jadwal pelaksanaan Kontrak; dan
c. jadwal serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 18

(1) Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf d merupakan seluruh biaya vang harus dikeluarkan oleh
kementerian/lembaga untuk memperoleh Jasa  Konstruksi yang

dibutuhkan.
(2) Anggaran pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdin atas:
a. biaya Jasa Konstruksi yang dibutuhkan; dan

b. biaya pendukung,.
(3) Biaya Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a

meliputi biaya yang termasuk pada komponen yang terdapat dalam

spesifikasi teknis/KAK.
(4) Biaya pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf meliputi:

a. biava pelatihan;

b. biaya instalasi dan testing;

¢. biaya administrasi; dan/atau
d. biaya lainnya.

Pasal 19

(1) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e

untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi meliputi:

a. spesifikasi bahan bangunan konstruksi;
b. spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;

c. spesifikasi proses/kegiatan;



..f d. spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/metode kerja; dan

/ e. spesifikasi jabatan kerja kenstruksi.
/ (2} Spesiflikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

ketentuan:

a. mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan;

b. dapat menyebutkan merck dan tipe serta sedapat mungkin
mengeunakan produksi dalam nepgeri;

c. semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional

Indonesia;

d. metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, herkeselamatan, dan

dapat dilaksanakan:
Jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan;

f. mencantumkan macam, jenis,  kapasitas, dan jumlah peralatan
utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;
mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan
pekerjaan;

h. mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk;
mencantumkan  kriteria kinerja produk (output performance) yang
diinginkan; dan

J. mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

(3] KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 12 ayat (1) huruf e untuk
pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:

4. uralan pckerjaan yang akan dilaksanakan;

b. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan  untuk
menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif
tahun anggaran:

c. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;

d. kemampuan badan usaha Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi;
dan

€. sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

(4) Uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:

R

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

¢. lokasi pekerjaan; dan

d. produk yang dihasilkan (output),

Pasal 20

Pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 huruf g dilakukan dengan berorientasi pada:
a. keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan

(1)

kementerian /lembaga;
b. ketersediaan rantai pasok sumber daya konstruksi;
c. kemampuan Pelaku Usaha dalam memenuhi spesifikasi teknis/KAK

yang dibutuhkan kementerian/lembaga; dan/atau
d. ketersediaan anggaran pada kementerian/lembaga.

(2) Dalam melakukan pemaketan pengadaan scbagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilarang;
a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket pengadaan yang



tersebar di beberapa lokasi/daerah yang memiliki sifat .pckcrjmm sama
dan tingkat efisiensi  baik dari sisi waktu dan/atau binya Hl."]'.lﬂl'll.‘in_'lp'll
dilakukan di bebernpa lokasifdaernh masing-masing sesuai dengan
hasil kajinn/telanh;

b, menyntukan bebermpa paket pengadaan yang menurut sifat tli‘.ln jenis
pekerjaannya harus dipisnhkan untuk mendapatkan Penyedia yang
sesuai;

c. menyatukan  beberapa paket
scharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau

d. memecah pakel pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud
menghindari Tender/Seleksi,

(31 Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak- banyaknya paket
untuk usaha kecil dengan  tetap memperhatikan prinsip  efisiensi,
persaingan schalt, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis,

pengadaan  yang  besaran  nilainya

Pasal 21

(1} Pemaketan jasa Konsultansi Konstruksi untuk:

a. nilai HPS sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan
kualifikasi usaha kecil:

b. nilai HPS di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai
dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan
Kualifikasi usaha menengah; atau

c. nilai HPS di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi
dengan kualifikasi usaha besar,

(2) Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b
dapat dikerjakan oleh Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi dengan
kualifikasi 1 {satu] tingkat di atasnya apabila:

a. Scleksi gagal karena tidak ada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a atau huruf b yang mendaftar; dan/atau

b. Peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan  yang  akan
ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh Penyedia jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a atau huruf b,

(3) Pemaketan Pekerjaan Konstruksi untuk:

a. nilai HPS sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus
juta rupiah] disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan
Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;

b. nilai HPS di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 [seratus miliar rupiah)
disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan
kualifikasi usaha menengah; atau

c. nilai HPS di atas Rpl100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
disyaratkan hanya untuk Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi dengan

kualiflikasi usaha besar.



() Pemaketan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufl a a1:;_.uhuruf b
dapat dikerjnkan  oleh  Penvedin jasa Pekerjaan Konstruksi dengan

kualifikasi 1 (satu) tingkat di atasnya apabila; .
a. Tender gagal karena tidak ada Penyedia jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) hurul a atan hurul b yang mendaftar; dan/atau

b. Peralatan utama dan  tingkat kesulitan pekerjaan  yang akan
ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan aoleh Penyedia jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf a atau huruf b,

Pasal 22

(1) Konsolidasi Pengadaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf h dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak dalam
perencanaan pengadaan, vaitu;

a. PA, dapat mengonsolidasikan paket antar-KPA dan/atau antar-PPK:
b. KPA, dapat mengonsolidasikan paket antar-PPK; dan
€. PPK, dapat mengonsolidasikan paket di area keganya masing-masing.
(2) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan sebelum atau sesudah pengumuman RUP.
{3) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

pada kegiatan pemaketan pengadaan Jasa Konstruksi atau perubahan
RUP.

() Konsolidasi Pengadaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan
pemaketan.

Pasal 23

(1] Detailed engineering design sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(3) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan - spesifikasi  teknis dan
rencana anggaran biaya.

(2) Detailed engineering design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
tersedia paling lambat 1 (satu) tahun anggaran sebelum persiapan
pengadaan melalui Penyvedia.

(3) Ketentuan pada ayat [2) dikecualikan untuk:

a. Pekemaan Konstruksi yang bersifat standar, risiko kecil, tidak
memerlukan waktu vang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan
tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalyi laboratorium
yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama; dan/atau

b. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk
melaksanakan  detailed engineering  design  konstruksi sudah
dialokasikan dengan cukup,

Pasal 24

Prinsip Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(4] terdiri atas:

a. kesamaan tujuan, pemahaman, dan rencana tindak;

b. pengurangan penggunaan sumber daya (recluce), berupa lahan, material,
air, sumber daya alam, dan sumber daya manusia;

€. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;



d. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan scbelumnya

|rense),

penggunann sumber daya hasil siklus ulang (recycle];

f. perlindungan dan pengelolann terhadap lingkungan hidup melalui upaya
pelestarian;

mitigasi risiko keselamatan, keschatan, perubahan iklim, dan bencana;

e

E.
h. erientasi kepada siklus hidup;

i. orientasi kepnda pencapaian mutu vang diinginkan;

J. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan

k. dukungan  kelembagaan, kepemimpinan, dan  manajemen dalam

implementasi,

Bagian Kedua
Rencana Umum Pengadaan Penyedia

Pasal 25

(1) Dokumen Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayal (5) dituangkan ke dalam RUP cleh PPK.

(2) Pengumuman RUP kementerian/lembaga dilakukan sctelah penetapan
alokasi anggaran,.

(3] Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan.

(4] RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan /revisi paket
pengadaan atau daftar isian pelaksanaan anggaran,

BAB IV
PERSIAPAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

(1) Persiapan pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. reviu dan penetapan spesifikasi teknis/KAK;

b. penetapan detailed engineering design untuk pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi;

c. penyusunan dan penetapan HPS;

d. penyusunan dan penctapan rancangan Kontrak; dan

penctapan uang muka, Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan,

Jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga.

(2) Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh PPK dan dapat dibantu ecleh Tim Pendukung,
Tim/Tenaga Ahli, dan/atau Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

(3) Spesifikasi teknis/KAK, HPS, detailed engineering design untuk
pemilihan Penyedia, rancangan Kontrak dan uang muka, Jaminan  uang

Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan/atau

e,

muka,



penyesuaian harga yang telah ditetapkan dituangkan menjadi dokumen

persiapan pengndaan.
(4) Dokumen persinpan pengadaan disnmpaikan kepada UKPRJ.

Hagian Kedua
Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja

Pasal 27
(1) Reviu  spesifikasi  teknis/KAK  dilakukan berdasarkan data/informasi
terkini,
(2} PPK menetapkan spesifikasi teknis/KAK yang telah disctujui PA/KPA
dalam dokumen spesifikasi tcknis/KAK berdasarkan hasil reviu.
{31 Dalam hal barang/jnsa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar, PPK

mengusulkan  alternatif  spesifikasi  teknis/KAK untuk mendapatkan
persetujuan PA/KPA,

Bagian Ketiga
Penyusunan dan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

Pasal 28

(1) Penyusunan HPS didasarkan pada:

a. hasil perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap
perencanaan pengadaan;

b. pagu anggaran yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan
anggaran atau untuk proses pemilihan vang dilakukan sebelum
penetapan daftar isian pelaksanaan anggaran mengacu kepada pagu

anggaran yang lercantum dalam rencana kerja dan anggaran
kementerian/lembaga; dan

¢. hasil reviu perkiraan biaya/RADB.
(2) Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil

perhitungan biayva yang dilakukan oleh konsultan perancang (engineer’s
esfimate) berdasarkan detailed engineering design.

(3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia serta paling
tinggi sama dengan nilai pagu anggaran.

(4) PPK dapat menetapkan Tim/Tenaga Ahli untuk memberikan masukan
dalam penyusunan HPS,

(5) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah] dan jasa Konsultansi
Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah), hasil reviu perkiraan biaya/RAB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ harus mendapat persetujuan dari Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya.

(6) PPK menetapkan HPS paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja
sebelum batas akhir:

a. penyampaian dokumen penawaran untuk pemilihan pascakualifikasi;
atau



b. penyampaian  dokumen  kualifikasi untuk  pemilihan  dengan

prakualifikasi.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Penctapan Rancangan Kontrak

Pasal 29

(1} Jenis kontrak dalam jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:

A, Kontrak lumsum;
b. Kontrak waktu penugasan,

(2) Kontrak lumsum untuk jasa Konsultansi Konstruksi digunakan dalam

hal:

a. Kontrak yang didasarkan atas produk/keluaran {output based);

b. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan

C. ah;:nlh lengkap dan akurat disertai dengan kebutuhan minimal tenaga
1.

(3) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan
produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya
personel dan biava nonpersonel.

(4) Kontrak waktu penugasan untuk jasa Konsultansi Konstruksi digunakan

dalam hal:

a. Kontrak yang didasarkan atas unsur personel dan nonpersonel (input
based);

b. waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa
dipastikan;

€. KAK menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan.
(3] Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak waktu penugasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] dilakukan dengan ketentuan:
a. pembayaran biaya personel dilakukan dengan remunerasi sesuai
dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan volume penugasan

aktual dan ketentuan dalam Kontrak; dan
b. pembayaran biaya nonpersonel dilakukan sesuai dengan daftar
kuantitas dan harga berdasarkan pelaksanaan aktual dan ketentuan

dalamn Kontral,
Pasal 30

(1) Jenis Kontrak dalam Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

a. Kontrak lumsum;
b. Kontrak harga satuan; dan
c. Kontrak gabungan lumsum dan harga satuan.
(2] Kontrak lumsum untuk Pekerjaan Konstruksi digunakan dalam hal:
a. Kontrak didasarkan atas produl/keluaran (output based);
b. ruang lingkup kemungkinan kecil berubah; dan
c. detailed engineering design dan spesifikasi teknis lengkap dan akurat.
(3) Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lumsum scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan



(4]

(6]

(2]

(3]

(4)

(5)

produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biayn

dan volume,
Kontrak hargn satuan untuk Pekerjaan Konstruksi digunakan dalam hal:
n. Kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan/komponen  penyusun

(frapmet Daseed),
kuantitas/volume masih bersifat perkirnan; dan

b,
detaled  engineering  design dan  spesifikasi  teknis menyesuaikan

.
kebutihan pekerjnan dan kondisi lapangan,
Cam  pembayaran hasil  pekerjaan untuk  Kontrak harga satuan
schagaimana  dimaksud  pada avat (4} dilakukan berdasarkan
pengukuran hasil pekerjaan bersama alas realisasi volume pekerjaan
dengan harga satuan tetap sesuai perkiraan volume dalam daftar

kuantitas dan harga dan ketentuan dalam Kontrak.
Kontrak  gabungan  lumsum dan harga satuan untuk Prekerjnan

Ronstruksi digunakan dalam hal terdapat bagian pekerjaan yang
‘““""]'-'ﬂ':_llkﬂ" ketentuan Kontrak lumsum dan terdapat bagian pekerjaan
yvang diberlakukan ketentuan Kontrak harga satuan di dalam satu

perjianjian Kontrak.

Pasal 31

Penyusunan rancangan Kontrak berisikan surat perjanjian, syarat-syarat
umum Kontrak dan syarat-syarat khusus Kontrak.

Rancangan Kentrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari
standar Kontrak dengan mempertimbangkan paling sedikit:

a. jenis Kontrak;

b. lingkup pekerjaan;

¢. keluaran/output hasil pekerjaan;

d. kesulitan dan risiko pekerjaan;

€. masa pelaksanaan,

. masa pemeliharaan juntuk Pekerjaan Konstruksi);

g. cara pembayaran;

h. sistem perhitungan hasil pekerjaan;

i. umur konstruksi dan pertanggungan terhadap kegagalan banpgunan;

besaran uang muka;
bentuk dan ketentuan Jaminan; 1. ketentuan penyesuaian harga;

keterlibatan subPenyedia; dan

pilihan penvelesaian sengketa Kontrak.
Karakteristik dan kondisi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2

harus dicantumkan dalam syarat- syaral khusus Kontrak.
PPK menetapkan rancangan Kontrak dengan memperhatikan spesifikasi

teknis/KAK dan HPS.
Rancangan Kontrak yang telah ditetapkan, menjadi bagian Dokumen

Pemilihan dan hanya boleh diubah melalui persetujuan PPK.

]

k.

m, besaran denda;
n.

0.



Bagian Kelima
Uang Muka, dan Jaminan

Paragrafl |
Penetapan Uang Mukn

[Yasnl 32

Uang muka diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ::I-illil‘ll'lg tinggi 30% (tign puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha
rCLl,

b. i:“h“!t _tiﬂ!i'..l-‘.i 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak untuk usaha
Penvedia Pekerjaan Konstruksi kualifikasi menengah dan kualifikasi usaha
lwﬁ.ﬂr than Penyedin jnsa Konsullasi Konstruksi: atau

c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai Kontrak untuk Kontrak
tahun jamak.

‘ Paragraf 2
Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan

Pasal 33

(1) Jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, dan Jaminan pemeliharaan
bersifat:
a. tidak bersyarat; dan
b. mudah dicairkan.

(2) Jaminan scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicairkan oleh
penerbit Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat
perintah pencairan dari PPK atau pihak yang diberi kuasa oleh PPK

diterbitkan,
(3) Besaran Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut:
a. Jaminan uang muka diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang
muka;

b. Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80%
(delapan puluh persen) sampai dengan  100% (seratus persen) dari
nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak;
Jaminan pelaksanaan untuk nilai penawaran terkorcksi di bawah 80%
(delapan puluh persen) dari nilai HPS, ditentukan sebesar 5% (lima

persen) dari nilai total HPS; dan
d. Jaminan pemeliharaan ditentukan sebesar

nilai Kontrak.

% (lima persen) dan



&

BABV
PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA

Bagian Kesatu
Umum

PPasal 34

Pokjn Pemilihan melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:

TEFR O a o

reviu dokumen persiapan pengadaan;

penctapan metode pemilihan Penyedia;

penctapan melode kualifikasic

penctapan persyaratan Penyedia;

penetapan metode evaluasi penawaran;

penctapan metode penyampaian dokumen penawaran;
penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;

penyusunan Dokumen Pemilihan; dan

penetapan Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding.

Bagian Kedua
Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Pasal 35

Reviu dekumen persiapan pengadaan meliputi;

a.
b.

TMm oean

(1)

(2)

KAK untuk pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi:

spesifikasi  teknis dan  detailed  engineering design untuk pemilihan
Penyedia Pekerjaan Konstruksi;

HPS;

rancangan Kontrak;

dokumen anggaran belanja;

ID paket RUF;

waktu penggunaan barang/jasa; dan

analisis pasar.

Bagian Ketiga
Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa konsultansi Konstruksi

Pasal 36

Proses kualifikasi untuk jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan dengan

metode:

a. prakualifikasi, untuk Seleksi jasa Kensultansi

b. Konstruksi badan usaha; atau

c. pascakualifikasi, untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi

perorangan,
Evaluasi kualifikasi untuk jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan dengan

metode;
a. sistem pembobotan dengan ambang batas, untuk Seleksi dengan

metode prakualifikasi; atau



b. sistem gugur, untuk Seleksi dengan metode pascakualiflikasi.

sl A7

Metode penyampaian dokumen penawaran 2 (dun) file digunakan untuk
Seleksi pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi badan usaha dan

Seleksi pemilihan Penyedin jasa Konsultansi Konstruksi perorangan.,

I*asal A8

(1) Metode evaluasi penawaran untuk jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:

a. kualitas dan biaya;
b kualitns;
C.  pagu angenran: atau

d. biava terendah,
| Metode evaluasi kualitas dan biaya dapat dipunakan untuk pekerjaan yang

|l'ﬂ£'.k1-l|1. keluaran, waktu penugasan dapat diurnikan dengan pasti dalam
KAK, serta besarnya binya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.

(3) Metode evaluasi kualitas dapat digunakan untuk:
pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai

faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaal secara keseluruhan
dan/atau lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK: atau

b. jasa Konsultansi Konstruksi perorangan.
Metode evaluasi pagu anggaran dapat digunakan untuk pekerjaan yang

sudah ada aturan/standar yang mengatur, dapat dirinci dengan tepat, dan

penawaran tidak boleh melebihi pagu angearan,
Metode evaluasi hiaya terendah dapal digunakan untuk pekerjaan

sederhana dan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar
pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang dapal mengacu kepada

ketentuan tertentu,
Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan

metode evaluasi dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

(2

.

(4)

(5]

(6)

Pasal 39

Tahap prakualifikasi untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi badan

usaha meliputi:
a. pengumuman prakualifikasi;
b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;

c. pemberian penjelasan dalam hal diperlukan;
d. penyampaian dokumen kualifikasi;
e. evaluasi kualifikasi;

f. pembuktian kualifikasi;
g penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dan daftar pendek; dan

h. sanggah kualifikasi.
Tahapan pemilihan untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi badan

usaha dengan metode kualitas terdiri atas:

a. undangan;
b. pendafltaran dan pengunduhan dokumen;

c. pemberian penjelasan;

(1)

(2)



(3)

(4)

aran file | dan file IT;

ampaian dokumen penaw
i | berupa dokumen penawaran

pembukaan dokumen penawaran file
administrasi dan teknis;

evalunsi administrasi dan teknis;
pengumuman peringkat teknis;

masa sanggah;
pembukaan dokumen penawaran file 11 berupa dokumen penawaran

biaya untuk peringkat teknis kesatu;

evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya;

penetapan dan pengumuman pemenang; dan 1. laporan Pokja
Pemilihan kepada PPK,

Tahapan pemilihan untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi badan

usaha dengan metode kualitas dan biaya, pagu anggaran, dan biaya

terendah terdiri atas:

a. undangan;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

c. pemberian penjelasan;

d. penyampaian dokumen penawaran file | dan file 11,

e. pembukaan dokumen penawaran file | berupa dokumen penawaran
administrasi dan teknis;

f. evaluasi administrasi dan teknis;

g. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

h. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran
biaya untuk penawaran vang lulus evaluasi administrasi dan teknis;

i. evaluasi biaya;

Jj- penetapan dan pengumuman pemenang,

k. masa sanggah;

I. negosiasi leknis dan biaya; dan

m. laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Tahapan pemilihan untuk Seleksi jasa Konsultansi Konstruksi perorangan

terdiri atas:

a. pengumuman,;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

c. pemberian penjelasan,

d. penyampaian dokumen penawaran file [ dan file II;

e. pembukaan dokumen penawaran file | berupa dokumen penawaran
administrasi dan teknis;

[ evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi;

g. pembuktian kualifikasi;

h. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

i, masa sanggah;

j. pembukaan dokumen penawaran file 1l berupa dokumen penawaran
biaya untuk peringkat teknis kesatu;

k. evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya;

penetapan dan pengumuman pemenang, dan m. laporan Pokja

Pemilihan kepada PPK.



Pasal 40

(1) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa Kensultansi Konstruksi
badan usaha untuk tahapan prakualifikasi meliputi:

(2)

a,
Iy,

pengumuman prakualifikasi paling singkat 7 ({tujuh) hari kerja;
pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi sampai dengan 1
(satu)  hari kerja sebelum  batas  akhir  penyampaian  dokumen
penawaran;

pemberian penjelasan (apabila diperlukan) paling singkat 3 (tiga) hari
Kkerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi;

penyampaian dokumen kunlifikas paling singkat 3 {tiga)  hari kerja
setelah berakhirmya penayangan pengumuman prakualifikasi;

evaluasi kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;
pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan  kebutuhan Pokja
Pemilihan;

penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi seria dafllar pendek
dilakukan 1 (satu) hari setelah pembuktian kualifikasi;

Masa  sanggah kualifikasi terhitung 5 (lima) hari kerja selelah
pengumuman hasil kualifikasi: dan

jawaban sanppah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah masa sanggah kualifikasi berakhir,

Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa Konsullansi Konstruksi
badan usaha untuk tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas
meliputi:

HE

undangan Seleksi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesai masa
sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari
kerja setelah semua sanggah dijawab;

pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1
[satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian  dokumen
penawaran;

pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak
tanggal undangan Seleksi;

penyampaian dokumen penawaran file | dan file 11 discsuaikan dengan
kebutuhan Pokja Pemilihan;

pembukaan dokumen penawaran file | berupa dokumen penawaran
administrasi dan tcknis  setelah masa penyampaian dokumen
penawaran berakhir;

evaluasi administrasi  disesuaikan dengan  kebutuhan Pokja
Pemilihan;

evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan
dengan kebutuhan Pokja Pemilihan:

pengumuman peringkat teknis 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi
penawaran;

masa sanggah lerhitung S5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
pemenang dan jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga)
hari kerja setelah masa sanggah berakhir;

pembukaan dokumen penawaran file If berupa dokumen penawaran
biaya bagi yang lulus evaluasi teknis setelah masa sanggah berakhir

atau sanggah telah dijawab;



evaluasi dan negosiasi  teknis  dan hiaya disesuaikan dengan

kebutuhan Pokja Pemilihan; dan . ‘
penetapan dan pengumuman pemenang |1 (satu) hari kerja setelah

evaluasi,

(3] Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi
badan usaha untuk tahap pemilihan dengan metode evaluasi kualitas

dan biaya. pagu anggaran dan biaya terendah meliputi

(4)

it.

by,

n.

undangan Seleksi disampaikan 1 [satu] hari kerja sctelah selesai masa
sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari

setelah semua sanggah dijawab;
pendafltaran dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1

[satu] hari kerja sebelum batas akhir penvampaian dokumen

penawaran,

pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak

tanggal undangan Scleksi:

penyampaian  dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan

Pokja Pemilihan;

pembukaan dokumen penawaran administrasi file I berupa dokumen
penawaran administrasi dan teknis dilakukan setelah masa
penyvampaian dokumen penawaran berakhir;

evaluasi  administrasi  disesuaikan dengan  kebutuhan Pokja
Pemilihan;

evaluasi teknis bagi yvang lulus evaluasi administrasi disesuaikan
dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis dilakukanl
(satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran;

pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen penawaran
biaya bagi vang lulus evaluasi teknis dilakukan 1 (satu) hari setelah
pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

evaluasi biaya disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan 1 (satu) hari

kerja setelah evaluasi;
masa Sanggah terhitung selama 5 (lima) hari kerja setelah

pengumuman pemenang dan jawaban sanggah disampaikan paling
lambat 3 {tiga) har kerja setelah masa sanggah berakhir; dan
negosiasi teknis dan biaya setelah masa sanggah berakhir,

Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi

perorangan meliputi:

a.
b.

pengumuman Seleksi dilakukan paling cepat 5 (lima) hari kerja;
pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan sampai dengan 1

(satu] hari kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen

penawaran; . . | 1
pemberian penjeclasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak

tanggal pengumuman Seleksi;
penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan

Pokja Pemilihan; _
pembukaan dokumen penawaran file | berupa dokumen penawaran

administrasi dan teknis, dan kualifikasi dilakukan setelah masa



penyampaian dokumen penawaran berakhir;

[ evaluasi administrasi dan kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan
Pokja Pemilihan;

g cvaluasi teknis bagi yvang lulus evaluasi administrasi disesuaikan
dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

h. pembuktian  kualifikasi  disesuaikan dengan kebutuhan Pokja
Pemilihan:

i pengumuman hasil evaluasi administrasi dan  teknis dilakukan 1
(satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran;

Lomasa - sanggah terhitung selama 5 (lima)  hari kerja  setelah
pengumuman pemenang dan jawaban sanggah disampaikan paling

) lambat 3 (tign) hari kerja setelah masa sangeah berakhir;

J-  pembukaan dokumen penawaran fife 1l berupa dokumen penawaran

biaya bagi vang lulus evaluasi teknis dilakukan 1 (satu) hari selelah
masa sanggah berakhir;

k. evaluasi dan negosiasi  teknis  dan biaya disesuaikan dengan
kebutuhan Pokja Pemilihan: dan

l. penetapan dan pengumuman pemenang dilakukan 1 (satu) hari
kerja setelah evaluasi.

Bagian Keempat
Persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Pasal 41

(1) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada prinsipnya dilakukan
melalui metode Tender, pascakualifikasi, 1 (satu) file, dan evaluasi dengan
sistem harga terendah.

(2) Pemilihan Penyedia dengan menggunakan sistem harga terendah
schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem harga
terendah sistem gugur atau harga terendah ambang batas.

(3) Dalam hal pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi bersifat kompleks,
pemilihan dilakukan melalui metode Tender, prakualifikasi, 2 (dua) file,
dan evaluasi dengan sistem nilai.

(4) Dalam hal pemilihan menggunakan sistem evaluasi harga terendah
ambang balas scbagaimana dimaksud pada ayat (2) atau metode evaluasi
sistem milai sebagaimana dimaksud pada ayat (3], persyaratan/kriteria
evaluasi teknis dan ambang balas ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Mﬂd}'h.

Pasal 42

(1) Proses kualifikasi untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
dilakukan dengan metode: ‘ .

a. pascakualifikasi, untuk Tender Pekerjaan Konstruksi yang bersifat
tidak kompleks; atau ' .

b. prakualifikasi, untuk Tender Pekerjaan Konstruksi yang bersifat

kompleks. .
(2) Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur.



(1)

(4)

(1)

(2]

(3]

(1)

Pasal 43

Metode evaluasi penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:

. sistem nilad; atau

b. harga terendah,

Metode evaluasi sistem nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
digunakan untuk pengadaan yang harga penawarannya dipengaruhi oleh
kualitas teknis,

Metode evaluasi harga terendah sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurufl b digunakan untuk pengadaan denpgan:
a. spesilikasi jelas dan standar;

b. persvaratan weknis mudah dipenuhi; danfatau

. harga/biaya merupakan kriteria evaluasi utama.

Pokja Pemilihan menyusun kriteria dan tata cara evaluasi sesuai dengan
metode evaluasi dan dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

Pasal 4+

Metode penyampaian dokumen penawaran Pekerjaan Konstruksi terdiri
atas:

a. 1 (salu) file; atau

b. 2 (dua) file.

Metade 1 (satu] file sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
digunakan untuk Tender yang menggunakan metode evaluasi harga
terendah sistem gugur.

Metode 2 (dua) file sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
digunakan untuk Tender yang menggsunakan metode evaluasi sistem nilaj
atau metode evaluasi harga terendah ambang hatas.

Pasal 45

Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan Konstruksi dengan

prakualifikasi metode 2 (dua) file meliputi:

pengumuman prakualifikasi;

pendaftaran dan pengunduhan dekumen kualifikasi;

pemherian penjelasan dalam hal diperlukan;

penyampaian dokumen kualifikasi;

evaluasi kualifikasi;

pembuktian kualifikasi;

penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi;

sanggah kualilikasi;

undangan Tender,

pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

pemberian penjelasan dan peninjauan lapangan;

. penyampaian dokumen penawaran file I dan file II;

m. pembukaan dokumen penawaran file [ berupa dokumen penawaran
administrasi dan teknis;

n. evaluasi administrasi dan teknis;

0. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

P ER oS AN op




(2

(3}

(1)

ol

1.

Tahapan pemilihan untuk  Tender

pembukaan dokumen penawaran file 11 berupa dokumen penawaran
harga;

evaluasi harga;

penetapan dan pengumuman pemenang;

masa sanggah;

masa sangeah banding; dan

laporan Pokja Pemilihan kepada PPR.

Pekerjaan Konstruksi dengan

pascakualifilkknsi metode 2 [dun) file meliputi:

&,
h.
C.
cl.
C.

L.

£
h.

1

J-
k.
1

m.

n

pengumuman Tender,

pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

pemberian penjelasan;

penyampaian dokumen penawaran file | dan file Il

pembukaan dokumen penawaran file | berupa dokumen penawaran
administrasi, teknis, dan dokumen kualifikasi;

evaluasi administrasi, teknis, dan kualilikasi,

pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;

pembukaan dokumen penawaran file Il berupa dokumen penawaran
harga;

evaluasi harga;

pembuktian kualifikasi,

penelapan dan pengumuman pemenang,

masa sanggah;

masa sanggah banding; dan

laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Tahapan pemilihan untuk Tender Pekerjaan konstruksi dengan

pascalcualifikasi metode 1 (satu] file meliputi:

a.
b.
c.

ol

Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia
Tender Pekerjaan Konstruksi

pengumuman Tender;
pendaflaran dan pengunduhan dokumen;
pemberian penjelasan dan apabila diperlukan dilakukan peninjauan

lapangan;
penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang

terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga,
pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi;
evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi;
pembuktian kualifikasi;

penetapan dan pengumuman pemenang,

masa sanggah;

masa sangeah banding; dan

laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Pasal 46

Pekerjaan Konstruksi untuk
dengan pascakualifikasi metode 1 (satu) file

meliputi: _ ‘ N
a. pengumuman Tender dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja; -
b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai dengan 1 (satu) han



tl.

kS

h.

as akhir penyampaian dokumen penawaran;

kerja sehelum bal . |
kat 3 (tiga) hari kerja sejak

pemberian penjelasan dilnkukan paling Sing
tnpgal pengumuman Tender,
penyampainn  dokumen penawaran
Pokjn Pemilihan dan paling singkat
acara hasil pemberinn penjelasan;
pembukaan  dokumen  penawaran
penyampainn dokumen penawaran berakhir;

evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi disesuaikan dengan
kebutuhan Pokja Pemilihan:

W wif 4w wr i TE . =

I‘thlll\lluln kualifikasi kepada ealon pemenang disesuaikan dengan
kebutuhan Pokja Pemilihan:

eneltan T i i
E ! ‘Pd" PPI11I111-111§: dan pengumuman  dilakukan 1 (satu) hari
erja setelah Klarifikasi kualifikasi:

masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
['IE'Iﬂ[‘ﬂé'II'lR; )
Jawaban  sanggah  disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
selelah masa sanggah berakhir;

masa sanggah banding terhitung 5 (lima) hari kerja setelah
Jawaban sangeah; dan
Jawaban sanggah banding disampaikan paling lambat 14 [empat
belas) hari kerja setelah menerima  klarifikasi Jaminan sanggah
banding. '

disesunikan dengan  kebutuhan
3 (liga) hari kerja sctelah berita

dilakukan sctelah  masa

(2) Waktu pelaksanaan pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk
Tender Pekerjaan Konstruksi dengan pascakualifikasi metode 2 (dua) file
meliputi:

a.
b.

CF

d.

.

h.

li‘

i ¥
k.

pengumuman Tender dilakukan paling singkat 5 (lima) hari kerja;
pendaftaran dan pengunduhan dokumen sampai dengan 1 (satu) hari
kerja scbelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran;
pemberian penjelasan dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak

tanggal pengumuman Tender;
penyampaian dokumen penawaran disesuaikan dengan  kebutuhan

Pokja Pemilihan dan paling singkal 3 (tiga) hari kerja setelah berita

acara hasil pemberian penjelasan;
pembukaan  dokumen penawaran file 1T dilakukan setelah masa

penyampaian dokumen penawaran berakhir;
evaluasi administrasi dan kualifikasi discsuaikan dengan kebutuhan

Pokja Pemilihan;
evaluasi teknis bagi yang yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan

dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;
pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan teknis
dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah evaluasi penawaran;

pembukaan dokumen penawaran file 1l dilakukan | (satu) hari kerja
setelah pengumuman peserta yang lulus evaluasi administrasi dan

teknis;

evaluasi harga disesuaika
pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang disesu

kebutuhan Pokja Pemilihan;

n dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;
aikan dengan



I penclapan

I}L‘mcnnng da
=it . ) n o ]
- ::m setelah Klarifikas; I-cuuliﬁrl-?as?um“man diakulan )
ASsangeah ek :
L i :
pPemenang: OB 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman

sclelah Masy sangpnh bt‘rak:-::{:.m paling lambay 23 (liga) hari kerja
0. masa Sanggah  boneli ' :

. lmfl 1 i . A .

Jawabiun sanpgah; dan = lcrhllung S (lmal har KER ol

P. jawaban s B :
belas p negah banding disampaikan paling lambat 14 (empat
18] hari kerja setelah

banding. menerima  klarifikasi Jaminan sanggah
(3) Waktu pelaksana
Tender Pekerja
meliputi: 1
a,

an- pemilihan  Penyedin Pekerjaan Konstruksi untuk
an Konstruksi dengan prakualifikasi metode 2 (dua) file

PEngumuman prakualifi
kerjn;

b. pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi sampai dengan 1
(satu) hari kerja sebelum batas akhir penyampaian  dokumen
Penawaran:

€. pemberian penjelasan dalam hal diperlukan dilakukan paling singkat
3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman prakualifikasi:

(. penyampaian dokumen kualifikasi terhitung paling singkat 3 (tiga) hari
kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi;

e. evaluasi kualifikasi disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan:

. pembuktian kualifikasi disesuaikan dengan  kebutuhan Pokja
Pemilihan;

E- penctapan dan pengumuman hasil kualifikasi dilakukan 1 {satu)
hari kerja setelah pembuktian kualifikasi;

h. masa sangeah kualifikasi terhitung 5 (lima} hari kerja setelah
pengumuman hasil kualifikasi;

i. jawaban sanggah disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah
akhir masa sanggah:

J. undangan Tender disampaikan 1 [satu) hari kerja setelah selesaj imasa
sanggah kualifikasi dalam hal tidak ada sanggah atau 1 (satu) hari
setelah semua sanggah dijawab;

k. pendaftaran dan pengunduhan dokumen dilakukan 1 (satu) hari
kerja secbelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran:

. pemberian penjelasan paling singkat 3 (tiga) hari kerja sejak langgal
undangan Tender;

m. penyampalan dokumen penawaran disesuaikan dengan kebutuhan
Pokja Pemilihan;

n. pembukaan dokumen penawaran file I berupa dokumen administrasi

dan teknis setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir;
0. evaluasi administrasi disesuaikan dengan  kebutuhan Pokja
Pemilihan;

p. evaluasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi disesuaikan
dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

Q. pengumuman peserta yang lulus evaluasi dokumen penawaran file |

kasi dilakukan paling singkat 7 (tujuh) har

fhs




W,

X, Jjawaban sanggah

berupa dokune

setelah evalug g Penawaran p
prembuknnn doky e
harga bagi yang luly
sclelah pe
teknis:

evaluasi hargn di i
it "8 disesuaikan dengan kebutuhan Pokja Pemilihan;

I Ly [
:\ Pan - dan PERRUMUman pemenang  disampaikan 1 [satu) hari
“a setelah evalygs:

masn s : : : : :
Nasa sanppah terhitung 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman
]1l‘|‘llr‘l‘|.ml|_-_:

N pPenawnrn mimintﬁmmi dan teknis | {satu) h
okin Pemiliban,
N penawnrag, file 1l bery
S tvaluasi 1ekniy
nguUmumpp pesert

arl kerja

P dokumen penawaran
dilakukun | [satu) hari kerja
i vang lulus evalyasi administrasi dan

Jawaban sangeah

disampaikan  paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah mas

A sanggah berakhir:

mMiasa sangsah handing terhitung 5 (lima) hari kerja setelah
Jawaban sangoah: dan

banding disampaikan paling lambat 14 (empat

belas)  hard kerja setelah menerima  klarifikasi Jaminan sanggah

banding,

Bagian Relima
Persyaratan Kualifikasi Penyedia

Pasal 47

(1) Kualifikasi Penvedia untuk Jasa Konsultansi Konstruksi dan untuk
Pekerjaan Konstruksi meliputi:

(1) Persyaratan teknis penawaran untuk jasa Konsultansi

a.
Iy,
C.
(2] Persvaratan kualifikasi
scbagaimana dimaksud pada avat (1] se
Dokumen Pemilihan yang tercantum dalam Lam
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ni,
(3] Persyaratan kualifikasi Penyedia untuk Pekerjaan
dimaksud pada avat (1] secara rinci tertuan
Pemilihan vang tereantum dalam Lampiran
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

syarat kualifikosi administrasi:

syarat kualifikasi teknis; dan

syarat kualifikasi kemampuan keuangan.

Penyedia untuk jasa Konsultansi konstruksi
cara rinci tertuang dalam standar
piran | yang merupakan

Konstruksi sebagaimana

B dalam standar Dokumen
Il yang merupakan bagian

Bagian Keenam
Persyaratan Teknis Penawaran

Pasal 48

atas:

4. pengalaman perusahaan /peserta;
b. proposal teknis; dan
C.

kualifikasi tenaga ahli,

(2) Persyaratan teknis penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:

Konstruksi terdiri



a. metode Pelaksanagn Pekerjaan;
Le P} ¥

b. Jangka wakyy Pelaksanagy, Pekerj
c. peralatan utnmn: o

d. personel I"Hll:l.jr-ri;]];

¢.  bagiag OTin.

f. tlnmku ITI*J(E:LI\:I:I: ]*.'If:ﬂ‘:ing akan disu bkontra Kkan;
\ fw thxkumcn lain yang disyaratka
. n»:l:w{?ﬁge.f.]::m penawaran schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
sebagaimans ‘ t;m?n“::mtﬂ'l“—;ﬂnﬁ dﬁlﬂn] standar Dokumen  Pemilihan
mrmnﬂl-:;ln I];qp‘i;:m tidak mt aar: Ll'lmp!ran 1 dan Laﬂ?[.“r.an g yin8

rpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

(1) Dalam hal flilﬁt‘rlukﬂn, persyaratan  kualifikasi Penyedia sebagaimana
dimaksud dajam Pasal 47 dan persyaratan teknis penawaran sebagaimana
dimaksud dalum Pasal 48 dapat dilakyukan penambahan persyaratan.

(2) Penambahan PErsyaratan sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
Mmendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Mardya.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Dokumen Pemilihan

Pasal 50

(1) Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihan vang terdiri atas:
a. dokumen kualifikasi;
b. dokumen Seleksi untuk jasa Konsultansi Ronstruksi; dan
a. dokumen Tender untyk Pekerjaan Konstruksi.

(2) Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedikit memuat:

a. ketentuan umum:
b. instruksi kepada peserta;
¢. lembar data kualifikasi;
d. pakta integritas;
e. formulir isian data kualifikasi; dan f. tata cara evaluasi kualifikasi.
(3} Dokumen Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk jasa
Konsullansi Konstruksi paling sedikit memuat:
a. unﬂangnn,rpengumuman;
b. instruksi kepada peserta;
€. lembar data pemilihan;
d. KAK;
e. bentuk dokumen penawaran;
[.  rancangan Kontrak terdiri dari:
1. surat perjanjian;
2. syarat-syarat umum Kontrak; dan
3. syarat-syaral khusus Kontrak; dan
g. daftar kuantitas dan harga/daftar keluaran dan harga.
(4) Dokumen Tender untulk Pekerjaan Konstruksi scbagaimana dimaksud
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DAR VI
PELAKSANAAN PEMILIIAN PENYEDIA

Hapinn Kesalu
Pelalosanoonn Keealifilons

aengreal |
Peladesanann Peadooalifibesi

Masil 51

(1) Pengumuman praokualifikasi paling sedikit memuat:
i, nama dan alamal Polzja Pemiliban:
b urminn singlait peleraan;
¢, nilai HPS dan nilai pagu anpearang
(. persyaratan kunlifikasi;
e, jadwal pengunduhan dokumen kualifikasi; dan
. Jadwal penyampainn dokumen kualifikasi,

Wsal 52

(1) Peserta menyimmpaikan dokumen kualifikasi - melalui formulie isian
elektronik  kualifikansi - yang  tersedia padn sistem pengadaan  secarn
elektronik sesuai jadwal vang ditetapkan,

(2) Apabila sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi tidak  ada
peserta yang, menyampaikan dokumen kualifikasi, Pokjn Pemilihan dapat
memberikan waktu perpanjangan penyampaian dokumen kualifikasi,

Pasal 53

(1) Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berbentuk
badan usaha kerja sama operasi, penyampaian kualifikasi pada formulir
clektronik isian kualifikast disampaikan oleh badan usaha vang ditunjuk
mewakili badan usaha kerja snma operasi,



(2 Badan usaha yap
sebagaimann dim

g ditunjyle mewakili badan usahn
isinn kualifikns;

ks :
ksu Pada ayar (1} jugn menyam

kerja samn apernsi
an ainny. i
anggola Imnn;.a Pada sister pengadag

patkan file formuylir
N secara clektronik,

Pasal 54
1] Pokia Pemilike ]
(1 3 milihan melakukan Pembuktinn kualifikeas;

emilihan v i
N Em L‘:Iﬂr: }nIng memenuhi persyaratan kualifikasi.
Uk Pekerjann Konsir

S ¥ : ok
yang Tulus pembuktian kuuhﬁzhL{}kjﬂ r;[:mlll_hﬂn T Teren R peserta
(3) Untuk s Konsitha k '-m‘sc :.lg::u n(‘ﬁ.‘-f'.rl-"l. Tcnri!.-f-.
DeseTt Imu‘,;L . cnst. L]-..nnatnl.tks:. _ Pokja Pemilihan menetapkan
L Yang s pembuktian kualifikasi ke dalam daftar pendek peserta
seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
A. berjumlah 7 (fujuh) dalam  hal peserta yang lulus pembuktian
kualifikasi lehih dari atau samn dengan 7 (lujuh); atau
sejumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam hal peseria
yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 7 (tujuh).
(4) Dalam hal jumlah peserta yang lulus pembuktian kualifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3) kurang dari 3 (tiga) peserta,
prakualifikasi dinyatakan gagal,

terhadap peserta

h.

Pasal 55

(1) Peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi dapat mengajukan
sanggah kualifikasi melalui aplikasi sistem pengadaan sceara elektronik.

(2) Sanggah disampaikan kepada Pokin Pemilihan paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah penpumuman hasil kualifikasi.

Pasal 56

(1] Pokja Pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling
lambat 3 (tiga] hari kerja srlelah masa sanggah berakhir.

(2) Dalam hal sanggnh dinyatakan salah/tidak diterima, Pokja Pemilihan
melanjutkan proses prakualilikasi.

(3) Dalam hal sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan
melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.

Paragraf 2

Prukualifikasi Gagal

Pasa! 57

(1) Prakualifikasi dinyatakan gagal dalam hal:
a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta vang
menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
b. juml.ah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga} peserta.
(2} Tindak lanjut prakualilikasi gagal scbagaimana dimaksud pada ayal (1),
Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
a. apabila hasil prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua)
peserta, dilanjutkan dengan proses Tender/Seleksi; atau
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b. apabiln hasi Prakuali
i1s ; ll:‘!]]ﬁlf:]q{ ul :
peserta, dilani sl o HNEINg jumlah pes )
(3) Dalam ha] II'"‘;E_:{:FFI: tlengan proses p"““njuEn:i:Z R:n‘::;gglu!us I fsaty)
; ililikasi i i ’ ks - .
dinyatakan gazal 1 ulang schagnimang dimaksud pada pyar (2)

Pokjn emilin;
ulang dag i 2l P AN mengumumkan has| ilikasi
sk, wm:ill*;thrj:r:ln;m]ill-li:ul hasil Mrakualifikasi kepada l’!"!::‘l] s
‘ ; wlkukan evaluasi ne : '
sebagaimang dimaksuq pada :|1|.':|t1[l":]‘H = S

Mragraf 3
Pelaksannan Pascakualifilkasi

Pasal 58

(1) Pengumuman Tender/ Seleksi paling sedikit memuat:
4. nama dan alamat Pokia Pemilihan:
b. urnian singkat pf*l«:frj:ﬁn:
€. nilai HPS dan nilai pagu angparan;
d. persyaratan peserta:
e. jadwal pengunduhan Dokumen Pemilihan; dan
. jadwal penvampaian dokumen penawaran.

I*asal 59

(1) Pada pelaksanaan pascakualifikasi, penyampaian dokumen dokumen
kualifiknsi  dilakukan  bersamaan dengan  penyampaian  dokumen

penawaran.
(2) Dalam hal peserta sebapaimana dimaksud dalam Pasal 11 berbentuk

badan usaha kerja sama operasi, penyampaian kualifikasi pada formulir
elektronik isian kualifikasi disampaikan oleh badan usaha yang ditunjuk
mewakili badan usaha kerja sama operasi.
(3] Badan usaha yang ditunjuk mewakili badan usaha kerja samn operasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (2] juga menyampaikan file formulir
isian kualifikasi anggola lainnya pada sistem pengadaan secara elektronik,
(4) Evaluasi kualifikasi dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi dokumen
penawaran berupa dokumen penawaran administrasi. teknis, dan harga.
(5] Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang,.
(6] Dalam hal calon pemenang schagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
juius pembuktian  kualifikasi maka dilanjutkan dengan pembuktian
kualifikasi terhadap peserta dengan peringkat selanjutnya., |
(7) Dalam hal tidal: ada peserta vang lulus evaluasi kualifikasi dan '

pembuktian kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal,

Ragian Kerdua
Undangan dan Pengumuman

Pasal 60

(1) Untuk pelaksanaan pemilihan dengan metode prakualifikasi, Pokja

vang telnh Inlus
Pemilihan  mengundang  semna peserta Tender  yang

prakualifikasi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat [2).




(2) Untuk pelaksanany pemilihg

i n
Prmilihan mengumumlan .r{m!ﬂ”l?”" metode pascaliualifikasi, Pokin
¥ el . " I'l . " . 1h
Pasal 58, r/Seleksi schagaimana dimalsud dalam

- Hagian Ketiga
endaftaran dan Penegambilan Dakumen Pemilihan

Pasal 61

1) Pelaku Usaly

yang diundang wtau yang berminal untuk mengikuti
Tender 1 S5¢)e

ksi melikinknn Pl faran,

. Ty» I N U lin a1 B |
!l] I 1 T]TL‘I“!”.'“ i l’.-}ll_’:f:lll“:-”‘u" [I”'nﬁ!.:!:;“[l I"H!—fﬂ ﬁ}rﬂi l'l'l d[!akukan SPCars

clektronik melalu aplikasi sistem pengadaan seeara elektronik.
L) Setelah melakukan pendaltaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2],

Pelaku Usaha mengunduh Dokumen Pemilihan melalui aplikasi sistem
penpadann seenra elektronil,

Baginn Keempal
Pemberian Penjelasan

Pasal /2

(1) Pemberian - penjelasan dilnkukan  melalui  aplikasi  sistem pengadaan
secarn elektronil sesuni dengan jadwal yang telah ditetapkan,

(2) Dalam hal diperlukan, Pokia Pemilihan dapat memberikan penjelasan di

lapangan,

Dadam hal pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2] mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan, perubahan

terscbut harus dittangkan dalam adendum Dokumen Pemilihan.

(3

Fasal 61

(1) Dalam hal perubahan dekumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62
avat {3) herupa dolumen spesifibasi teknis/KAK, HPS, atau rancangan
l{hunrrnl-:. perubahan tersebut harus disetujoi nleh PPE,

(2) Persctujuan perubahan eleh PPK scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang diungzah pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dianggap
schagai persetujuan adendum Dokumen Pemilihan,

(3) Dalam hal peruhahan sehagaimana dimaksud pada avar (1) tidale

. mendapat persetujuan PPK, perubahan tersebut dianggap tidak ada dan
ketentuan yang berlaku yaitu Dokumen Pemilihan awal,

(4) Adendum Dokumen Pemilihan dapat dilakukan secara hcru}ang dengan
menyampaikan adendum Dokumen Pemilihan melalui aplikasi sistem
prn:_r-_r!-r!nnn secarn elelktrontle paling lamhat 3 (hea] hard kenja sehelum
batas akhir penvampaian dokumen penawaran.

(5) Dalam hal adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan k-::hutuhi'fn
penambahan  waktu  penyiapan kembali Dokumen Pemilihan, Pokia

Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.



, Hopinn Kelimn
Penyampnian dan Pembik:

un Dokumen Penawnran
Pranl (9
(1) Penyampaian dokumen penawar;
rndafy:
= E | ftaran dan mengunduh Dokumen Pemilihan
2] Dokumen : : i i -
penawaran - sehagaimana dimaksud  pada  ayat (1) dapat

dilakuks i '
kukan  perubahan sampai  denpan  batas  akhir  penyampaian
penawaran,

n dilakukan setelah Peserta melakukan

(3) Untuk  peserta yang berbentuk  kerjasama  operasi,  penyampaian
Penawaran dilakukan oleh leadfirm kerfasama operasi.

4 Dalam hal tidak ada peseila yang menyampaikan penawaran sampal
fdenean batas akhir penawaran, Pokia Pemilihan dapat memperpaniang,
wakiu batas akhir penyampaian penawaran sehanyake 1 (satu) kal
perpanjangan,

sal G5

(1] .Jaminan penawaran dan Jaminan sanganh handing hersifat:
a. tidak bersyarat; dan
b, mudah dicairkan. 1

(2) Jaminan penawaran dan Jaminan sanggah banding schagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pokja Pemilihan.

(3} Penyainpalan Jaminan penawaran dilakukan paling lambat schciuim balas
akbiir prnyampaian peiawaran.

(4] Penvampaian .Jaminan sanmaah haneling dilakukan hersamasan denpean
pengajuan sanpeeah banding,

Pagal A

(1] Pokja Pemilihan udak dapat menggugurkan penawaran pada wakiu
nemhnliann pennwaran

(2) Dalam hal file penawaran tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan
layanan pengadaan secara clektronik atau Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemecrintah, Pokja pemilihan menpggugurkan penawaran
terscbut.

Haeinn Kernam
Evaluasi Dokumen Penawaran

Pnenl /{7

Evaluasi dilakukan dengan tahapan:

a.

b
e,

d.

karekei aritmatil:

. evaluasi administrasi:
evalusi teknis; dan
cvaluasi harga.



Paeal a8

(1) I\prrksi aritmatik  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 67 hurul a
dilatkan untk:

—

- Kontrak harpa satuan:
b. Kontrak waliy penugasan; dan
€. Ronwrak gabungan fumsum dan harga satuan pada bagian pekerjaan
dengan harga satuan,
penpadaan seearn elektronile.
(3) Dalam hal koreksi aritmatik yang dilakulkan dengan menggunakan
sistem pengadaan sceara clektronik schagaimana dimaksud pada ayat ¥
belum memadai, koreksi aritmatik dilakukan secara manual.

Hasal KO

. . - . . =l al 67 huruf b
(1) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pas:
dilnkulan untuk semun penawamn,
(2) Twvnluasi administrasi dilakukan terhadap kelen
dokumen penawaran administrasi scsual dengan
syarat yang tclah ditctapkan dalam Dokumen I'enuiiihai.

gkapan dan pemenuhan
ketentuan dan syarat-

Pazal 70

i : catu) file, evaluasi teknis
(1) Dalam hal Tender yang mengegunakan metode 1 (s | Jile, B ctar

" H
srhaonimana dimnakend dalam Pasal A7 wuruf e hanya dilalmkan

3 (tiga) penawar terendah,
(2} Untuk Kontrak harga satuan dan Kontrak gabungan lumsum dan harga
& ; — - A L ] - -
satuan terhadap o (tiga) penawar terendah schagalmana dimiaksud pada
aval (1) ditentukan sctelah koreksi aritmatik.

{3} Untuk Honfrak lumsum rerhiadan J {tigge] penas
dimaksud pada ayat (1) diteniukan scsua HArEd peilawaiani,

i4) Dalam hal 3 (tiga) penawar terendah sehagaimana dimaksud pada ayat (1)

| tidak lulus evaluasi teknis, evaluasi teknis dilanjutkan kepada peserta
atau penawar terendah berikutnya.

{5} Evaluusi teknis scbagainana dimaksud dalam Pasal 65 hurul ¢ dapal
menggunakan:
2. sIstem gugur: amau

h. pembabotan dengan menggunakan ambang batas.

v st RTomiozZR SehassiTmans
fEwar [CTcndan sclagsiiiaiia

Paegnl 71

(1) Penawaran harga untuk pengadaan ijasa Konsultansi Konstruksi

denean metode pagy anggaran dinvatakan memenuhi  syarat dalam hal

total penawaran harga terkoreksi paling banyak sama dengan total HFS.

(2) Penawaran harga untuk pengadaan Pekerjaan  Konstriksi dinyarakan
mementtht syarat dalam hal total penawaran harga terkoreks palng
hanyak sama dengan total HPS,

L T T T = Phiy

He SR P wopv s fifeonps  elaboary  rarearhs Loty oo e 5
i el i ke | FLEEELEY & il i R LN L N # i :
V= . wdbbddbiinal N il o e Pl = e T L ‘..."..L;Jl_.,;,..,... g% -1




evaluast kewnjarnn harpa dalam hal total penawnran harga lebih rendak

dari 80, [delapan puluh persen) total HPS.,
Dalam ha! dilakukan evaluasi lkewajarnn harga sebagaimana dimalsud

o ] A LR L T Y Y =1
jaadiil T T T n'l"nl._:ﬁ'ru'n:“i':luiiiili;'i:

4. analisa harga satuan pekerjann, untuk bagian pekerjaan harga satuang
dan /atan
b. rincian keluaran dan harga, untuk bagian pekerjaan lumsum.
(5} Analisa harga satuan pekerjaan sebagaimana dimalksud pada ayal [11]
M dain rinciain Rcllaran  dan halgi s binganiiialin L:iiiiiiﬁakl{‘kpz" i
.. . : : ) % o
aval (4] hurul b bukan merupakan bagian dari dokumen Kontr: A
Hamva disnnakan animb svalnasi Lewalaran hares arpawaran seriA i :
y pembayaran prkerjaan.
evaliag) kewalaran
ar maka

dapat digunakan sebagai dasar pengukuran da

(6} Daiam hal harpa penawaran peserta herdasarkan hasi
harea sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan udak waj
peserta dinyatakan gugur harga.

Pasal 72

. # ey e i milihan
(1} Nalam hal peagadaan jasa Knnsultanst Konstr ..!..;1. Poki tc:;adap'
metakulian evaluasi terhadap penawaran biava yang dilakulan :

1 1 Fos ot s fernsey I . sonck:
. kewaojaran biava Fi.ld:. rincian baya langsung persel ,I -
: }:ll:i'la'h cd s Lo miia,

_— - s maw =
e mlegnsis gumpmvsom oz o faye s e {
RCwaalia poiligasain wliaga atus abaua

kewajaran penugasan tenaga pendukung; dan !
Lrwaturan fiave patds rincian hiava langsiing non- personc

2. 0ogr

- - T T aT s Tu R S 1
(2) Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personcl untus personct int
trnasa ahli didasarkan pada ketentuan peraturan neryndang-undangzan

vane terkait dengan standar remunerasi tennga ahli yang flitetapkan
Menteri. .

ren iy WE A ERAE
-y H L] TR
fraerny g I]h.“.", Ahd il Rwssbipyla el sl

_ . . . "
o wrree s inen
i.'::"':";".'“‘l' Ll winay e R

[=t T3t
L I _ . - il h )
personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bermlai di bawah
standar remunerasi  minimal tenagn ahh vang ditetankan  Menten

dinvatakan tidak wajar dan nilai penawaran biaya peserta diheri nilai 0
(nol).

Pasal 73

11} Polda Pemilihan dan/atan peserta dilarang melakukan post bidding pada
setiap tahapan dalam evaluasi penawaran.
(2) Dalam hal Pokja Pemilihan dalam deokumen penawaran menemukan

+ 58

' Ll .o
L e L R L ALATE.

Ui/ indliusl WG pursdingun dsany Gdudl sehud dan)/alau  wnjud
pengaluran bersama antar pescrta dengan tujuan untuk memenangkan
salah satn peserta, Polia Pemilthan melakukan evalnasi dolkumen

e s e

penawaran terhadap peserta lain vang tidak terlibat.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan

ke s e T - ' L
LAVITAN. aibdibaly o, J Ao i H

. Trmermmm S mlatend leimemtem 5
L doiaidy ol OGRS Gillydianall ghagal.



Bagian Ketujuh
E-reverse Auction

Pasal 74

1) E- .
(1} E-reverse Auction dapat dilakukan dalam hal terdapat 2 (dua) peserta

.- ’IL_-t:n]cIcr yang lulus administrasi, teknis, dan kualifikasi.
{dalam hal penawaran terendah sctelah e-reverse auction di bawah 80%
c¢lapan puluh persen), dilakukan evaluasi kewajaran harga.

Bagian Kedelapan
Penctlapan Pemenang

Paragrafl 1
Penetapan Calon Pemenang

Pasal 75

(1) Penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan metode evaluasi yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam menetapkan calon pemenang yang
akan mengakibatkan surat penawaran dan/atau Jaminan pcnawaran
habis masa berlakunya, Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara

tertulis kepada calon pemenang. _
(3] Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar calon

pemenang memperpanjang surat penawaran dan/atau Jaminan
penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak
sebelum dilakuban penelapan pemenang.

(4) Dalam hal calon pemenang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku
surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran, calon pemenang
dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenai sanksi.

Paragraf 2
Klarifikasi dan Negosiasi terhadap Teknis dan Harga/Biaya

Pasal 76

(1) Klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya untuk jasa
konsultansi Konstruksi dilakukan dengan ketentuan:
a. dilakukan setelah masa sanggah; dan
b. kepada peserta yang ditetapkan scbagai pemenang.

(2) Dalam hal pescrta yang ditetapkan sebagai pemenang scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak menghasilkan kesepakatan, Pokja
Pemilihan melanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan di
bawahnya secara berurutan.

(3) Dalam hal klarifikasi dan ncgosiasi teknis dan biaya dengan pemenang dan
seluruh pemenang cadangan tidak menghasilkan kesepakatan, Seleksi
dinyatakan gagal,

(4) Hasil klarifikasi dan negosiasi terhadap teknis dan biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara klarifikasi dan



adap teknis dan hargna untuk Pekerjaan
_ hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi
(2) Hasil Klarig » teknis, dun kualifikusi.

kasj . : .
dirnuks ! dan negosias;i terhadap teknis dan harga sebagaimana

Padu uyut (1) dituungk T ifikusi dun
$ gkan dalum bLeribe wearn klarifikeayi
nNegosiasi terhadap teknis dan harga.

Pasal 78
(1) Dalam ha) te

p rjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapan klarifikasi

AN negosiasi terhadap teknis dan harga/biaya yang akan mengakibatkan
Surat penawaran dan/atau Jaminan penawaran habis masa berlakunya,
dilakukan konfirmasi kepada peserta.

(2) Konfirmasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ul:‘mk
memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Ja{mnaﬂ
penawaran  secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwal
penandatanganan Kontrak.

(3) Peserta yang tidak berscdia memperpanjang masa berlaku  surat
penawaran dan Jaminan penawaran dianggap mengundurkan din dan
tidak dikenai sanksi.

Paragrafl 3
Penetapan Pemenang

Pasal 79

(1) Pokja Pemilihan menetapkan pemenang Tender/Seleksi.

(2) Selain menctapkan pemenang scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja
Pemilihan dapat menetapkan paling banyak 2 (dua) pemenang cadangan.

(3) Dalam hal terjadi keterlambatan jadwal proses penetapan pemenang yang
akan mengakibatkan surat penawaran danfatau Jaminan penawaran
habis masa berlakunya, dilakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon
pemenang.

(4) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis
untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan /atau Jaminan
penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.

(S) Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat
penawaran dan .Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenai sanksi.

(6) Pokja Pemilihan menetapkan kembali calon pemenang dalam hal calon

pemenang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran

dan Jaminan penawaran scbagaimana dimaksud pada ayat (5).



) Pok Pasal 8O

(1) Pokja Pemilihan

pemenang cadan menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua)
Pagu anggaran “ﬂﬂllumuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai
rupiah). Paling banyak Kp100.000.000.000,00 (seratus miliar

4} P
T eAn untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu

anggaran paling sedikit di atas Rpl00.000.000.000,00 (scratus miliar
rupiah),

(3) Dalam hal penetapan pemenang oleh PA sebagaimana dimaksud pada

ayat {2}, Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenans P‘ET-'HTI;I;
kepada PA/KPA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan
kementerian flemba i n
itenan/lembaga yang bersangkutan. . 21

(4) Dalam hal PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), PA/ KP"““
a. menoiak untuk menetapkan pemenang pemilihan; dan
b. menyatakan Tender/Seleksi gagal. .

(5) Dalam hal PAjKPA melaksanakan kefenmian sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjut
penolakan tersebut.

Pasal 81

(1) Pokja Pemilihan menetapkan pemenang dan paling banyak 2 (dua)
pemenang cadangan untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi
dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 10.0600.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

(2) PA menetapkan pemenang dan paling banvak 2 (dua) pemenang
cadangan untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu
anggaran paling sedikit di atas Rpl10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

(3) Dalam hal penctapan pemenang oleh PA scbagaimana dimaksud pada
ayat (2], Pokja Pemilihan mengusulkan penctapan pemenang pemilihan
kepada PA/KPA melalui UKPBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP
kementerian/lembaga yang bersangkutan.

(4) Dalam hal PA/KPA tidak sependapat dengan usulan Pokja Pemilihan
scbagaimana dimaksud pada ayat (3), PA/KPA;

a. menolak untuk menetapkan pemenang pemilihan: dan
b. menyatakan Tender/Seleksi gagal.

(5) Dalam hal PA/KPA melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilih - "
an un
penolakan tersebut. tuk menindaklanjuti



(1

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

)

Paragral 4
Pengumuman Pemenang

Pasal 82

Pokj il ' | apliinst
okja Pemilihan mengumumkan pemenang pemilihan melalui aplikasi
Sislem pengadann secarn clcktronik.

Isi dan format Pengumuman pemenang schagaimana dimaksud pada

pengadann secara elekironik,

Bagian Kesembilan
Sanggah

Pasal 83

Peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dapat mengajukan
sanggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik dalam hal
menemukan;

a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;

b. penyimpangun terhadap ketentuan dan prosedur yang diaturdalam
peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;

¢. rckayasa atau persekongkolan schingga menghalangi terjadinya
persaingan usaha yang schat; dan/atau

d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ,
PPK, dan/atau PA/KPA.

Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling lama 5 (lima) hari kerja sctclah pcngumuman pemcenang,.

Sunggah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dijawab ocleh Pokja

Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

Jawnban sanggah secbagaimana dimaksud pada avyat (3] diberikan

melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik paling lambat 3 {tiga)

hari kerja sctelah akhir masa sanggah.

Pasal 84

Dalam hal sanggah dinyatakan benar, Pokja Pemilihan melakukan

evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan

Penyedia ulang.

Dalam hal sanggah dinyatakan salah atau tidak diterima:

a. untuk pengadaan jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan
melanjutkan proses pemilihan; atau

b. untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, penyanggah dapat
menyampaikan sanggah banding.



Bagian Kesepuluh
Sanggah Banding

Pasal 85

(1) Sanggah bandin
dalam Pasal 84

(2) Dalam hal tig

g diSHmpaikan oleh penyanggah sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf b secara tertulis kepada KPA.
ak terdapat KPA scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

sanggah banding diajukan kepada PA.
(3) Sanggah

banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
ll.‘!mbal S (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi
sistem pengadaan secara elektronik.
Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan
kepada APIP yang bersangkutan.

Sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghentikan
seémentara proses Tender.

(4]

(5)

Pasal 86

(1) Penyanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)
harus menyerahkan Jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada

Polja Pemilihan.

Pokja Pemilihan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mengklarifikasi

kebenaran Jaminan sanggah banding kepada penerbit Jaminan,

KPA menindaklanjuti sanggah banding setelah mendapatkan hasil

klanfikasi dari Pokja Pemilihan atas kebenaran Jaminan sanggah banding

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) KPA menyampaikan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada
UKPEJ paling lambat 14 (empat belas) hari  kerja setelah
klarifikasi dari Pokja Pemilihan.

(5) Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding berdasarkan

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA dianggap menerima
sanggah banding.

(2)

(3)
menerima

(6) Dalam hal tidak rerdapat KPA, kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan oleh PA.

Pasal 87

(1) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
disampaikan sejak tanggal pengajuan sanggah banding dengan masa
berlaku 30 (tiga puluh) han kalender,

(2) Jaminan sanggah banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dicairkan oleh penerbit Jaminan pabing lambat 14 [empat belas) hari
kerja setelah adanya surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan atau
pihak yang diben kuasa oleh Pokja Pemilihan.

(3) Besaran Jaminan sanggah banding dimaksud pada ayat (1) ditentukan
scbesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS.



Ponsnl BH

(1) Dalam hal sanggah banding dinyatakan benar atau diterimn, UKPIL]

memenntahkan Pokja Pemilihan melnkukan evalunsi ulang, pemasukan
penawaran ulang, atau ‘fender uling,

(2) Dalam hal sanggah banding dinystakan salah ntau tidak diterima:

a.

b.

Puk?u Pemilihan melanjutkan proses permbihan dengan menyampuikan
hasil pemilihan kepada PPK; dan

UKPBJ meneairkan Jaminan sangzith banding dan disetorkan ke kas
negara.

(3) Sanggah banding yang:

a.
b-l-

(1) Te
H.
b.

P

o

Ei
h.

i
(2) Se
pa

a.
h+
.

Pengajuannya disampaikan bukan kepadn KPA; atau
disampaikan diluar masa sanggah banding, dinnggap dan diproses
sebagai pengaduan.

Bagian Kescbelas
Tender [ Seleksi Gagal

Pasal BY

nder/Secleksi dinyatakan gagal dalam hal:
terdapat kesalahan dalam proses cvaluasi;
tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawnrmn setelah
ada pemberian waktu perpanjangan;
tidal ada peserta yang lulus evaluasi penawaran,;
dalam Dokumen Pemilihan ditemukan kesalahan atau tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait pengadaan
barang/jasa pemerintah dan/atau Peraturan Hupati im;
seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
seluruh peserta terhibat persaingan usaha Ldak schat,
seluruh penawaran harga pada Tender Pckerjaan Konstruksi di atas
HF5;
ncgosiasi biaya pada Scleksi jasa konsultansi Konstruksi tudak
tercapai; dan/fatau
korupsi, kolusi, dan nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
bagai tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimnna dimaksud
da ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan:
evaluasi pcnawaran ulang;,
penyampaian penawaran ulang; atau
Tender/Seleksi ulang.

Bagian Kedua Belas
Hasil Pemilihan

Pasal 90

(1) Pakja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada PPK
dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan
surat penunjukan Penyedia barang/jasa.

(2) Dalam hal PPK menyetujui hasil pemilihan, surat penunjukan Penyedia



v

bnmnﬂz’lmn-n diterbitkan setelah persetujuan rencana kerjn dan anggaran
sesual dengan ketentuan peraturan perundnng-undangan.

Bagian Ketign Belas
Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia

Pasnl 91

(1) PPK, P:ijﬂ Pemilihan, dan pemenang wajib melaksanakan rapat persiapan
penunjukan Penyedia sebelum menerbitkan surat penunjukan Penyedia
barang/jasa paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah benta acara hasil
pemilihan diterima oleh PPK.

(2) Rapat persiapan penunjukan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan untuk memastikan Penyedia memenuhi ketentuan
scbagai berikut:

a. keberlakuan data isian kualifikasi;

b. bukti sertifikat kompetensi:

1. personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau
2. personel inti pada jasa Konsultansi Konstruksi;

c. perubahan jangka wakm pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati
batas tahun anggaran;

d. kewajiban melakukan scrtifikasi bagl operator, teknisi, atau analis
yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pckerjaan; dan

e. pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui
sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah
peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.

(3) Dalam hal pemenang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), PPK bersama Pokja Pemilihan melaksanakan rapat
persiapan penunjukan Penyedia bersama pemenang cadangan 1.

(4) Dalam hal pemenang cadangan 1 tidak memenuhi, PPK bersama Pokja
Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama
pemenang cadangan 2.

(5) Dalam hal pemenang cadangan 2 tidak memenuhi, PPK bersama Pokja
Pemilihan melaksanakan rapat persiapan penunjukan Penyedia bersama
peserta yang memenuhi persyaratan Tender/Seleksi dan kualifikasi sesuai
urutan berikutnya.

(6) Dalam hal tidak ada calon pemenang cadangan, PPK melaporkan ke
Pokja Pemilihan untuk kemudian dilakukan Tender/Seleksi ulang,

(7) chmcnang yang diundang rapat persiapan penunjukan Penyedia yang
tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hurufl a dan huruf b

a. dikenai sanksi daftar hitam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

b. Jaminan penawaran dicairkan dan disetorkan pada kas negara.



BAB VII
PERSIAPAN DAN PENANDATANGANAN KONTRAK

Bagian Kesatu
Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pasnal 92

(1) Surat penunjukan Penyedia barang/jasa ditetapkan oleh PPK setelah
dilaksanakannya rapat persiapan penunjukan Penyedia.

(2) Dalam hal Tender/Scleksi dilakukan mendahului tahun anggaran,
surat penunjukan Penyedia barang/jasa dapat ditetapkan setelah
persetujuan rencana kerja dan anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Bagian Kedua
Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Pasal 93

(1) PPK dan Penyedia wajib  melaksanakan rapat persiapan
penandatanganan Kontrak setelah ditetapkan surat penunjukan Penyedia
barang/jasa.

(2) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak, paling sedikit
mcmbahas hal scbagai berikut:

aoge

7

h,

(3) Hasil pembahasan dan kesepakatan
penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita a
(4) Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak
PPK dibantu oleh pengawas
konsultan manajemen penyelen

dokumen Kontrak dan kelengkapan;
kelengkapan RKK;
rencana penandatanganan Kontrak;

Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan,
bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan,
bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
asuransi;
hal yang tclah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi
penawaran; danfatau
hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi i

k: pada saat ra
penunjukan Penyedia. bat permiapan
saat rapat pergiapgn
cara,
Pekerjaan Konstruksi,

pekerjaan, konsultan pengawas, atau
ggaraan konstruksi,



Bagian Ketiga

Pendapat Ahj; Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 94
(1) Penandatanganan Kontrak Jasa Ko

@) ;e:f;ﬂn? Etml:_’emhh_lé}fndapat ahli Kontrak Kerja Konstruksi.
al tidak diperoleh ahli Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana

di
df;&ksud pada ayat (1), pendapat tersebutl dapat diperoleh dari tim yang
" ibentuk oleh kementerian /lembaga yang bersangkutan.

Pemberian pendapat dapat dilakukan pada saat penyusunan rancangan
Kontrak.

nstruksi yang kompleks dilakukan

Bagian Keempat
Penandatanganan Kontrak

Pasal 95

(1) Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:

a. daftar isian pelaksanaan anggaran telah ditetapkan;

b. penandatangan Kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterbitkan surat penunjukan Penyedia barang/jasa; dan

ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.

(2) Dalam hal penctapan surat penunjukan Penyedia barang/jasa dilakukan
sebelum daftar isian pelaksanaan anggaran ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ternyata alokasi anggaran dalam
daftar isian pelaksanaan anggaran tidak disetujui atau kurang dan
rencana nilai Kontrak, penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah
pagu anggaran cukup tersedia melalui revisi daftar isian pelaksanaan
anggaran.

(3) Dalam hal penambahan pagu anggaran meclalui revisi daftar isian
pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai,

surat penunjukan Penyedia barang/jasa dibatalkan dan kepada calon
Penyedia tidak diberikan ganti rugi.

c.

BAB VIII
STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA JASBA KONSTRUKSI

Pasal 96

Ketentuan mengenai standar Dokumen Pemilihan Penyedia jasa Konsultansi
Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi mengacu pada lampiran dokumen
kualifikasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
O7/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi
Meclalui Penyedia kecuali ketentuan kualifikasi usaha kecil, kualifikasi usaha

menengah dan kualifikasi usaha besar yang telah ditetapkan pada Pasal 21
ayat (3) Peraturan Bupati ini.



BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Proses pengadaan jasa konstruksi yang persiapan dan pelaksanaannya
dilakukan untuk pengadaan tahun anggaran 2018 dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar
dan Pedoman Pengadaan Peckerjnan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
D?IPRT!MJ’?DII tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Pasal 98

(L Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap

berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak tersebut.

BAB X
KETENTUAN PERUTUP

Pasal 99
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar sectiap

orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tube: .
Pada tanggal X April 2019

7- BUPATI LEBONG, (F08/ 285

(X,"H. ROSSONSYAH

Diundangkan di Tubeij

Pada tanggal & APriL 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG) pryr s~
, "TAINTAR H4 UPATEN LEBONG
F‘ e "|11I "
1 -_..__E_J.,._l_u . :_{LI;";I
. N PERELASA #2030y [
5 - KAZUPATER 22045 ‘_'{
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOM =

OR 15



